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Summary 

LEGAL LIABILITY IN TRAFFIC ACCIDENTS INVOLVING AUTONOMOUS VEHICLE 

TECHNOLOGY: A COMPARATIVE STUDY BETWEEN INDONESIA AND THE 

UNITED KINGDOM 

Hanif Fathurrahman 

Faculty of Law, Islamic University of Malang 

The advancement of modern transportation technology has ushered in 
the era of Autonomous Vehicles (AV), capable of operating without human 
intervention. This innovation is expected to reduce traffic accidents caused by 
human error and improve transportation efficiency. However, it raises new legal 
issues: who bears liability in the event of an accident caused by an autonomous 
driving system? Indonesia’s legal framework particularly Law No. 22 of 2009 on 
Road Traffic and Transportation (UU LLAJ) still assumes that the human driver is 
the sole legal subject responsible for traffic incidents. 

This study seeks to answer two central questions: first, how legal liability 
is imposed on the owner and company operating autonomous vehicles (AV) in 
Indonesia when an accident occurs; and second, what are the rights of parties 
involved in traffic accidents caused by AVs, in comparative perspective between 
Indonesia and the UK. To address these issues, this research employs a 
normative legal method using three main approaches: statutory, conceptual, and 
comparative. 

The findings reveal that Indonesia’s current legal system is inadequate in 
accommodating legal liability for AV-related accidents, as there is no specific 
regulation addressing technological fault. Article 234 of the Road Traffic Law 
continues to assign liability to the driver or vehicle owner, while systemic 
technological failures remain unaccounted for. In civil law, Articles 1365 and 
1367 of the Civil Code, as well as Article 19 of the Consumer Protection Law, 
allow for product liability claims against manufacturers, but the application 
remains limited. In criminal law, Articles 359 and 360 of the Penal Code focus on 
human negligence, making them inapplicable to autonomous systems. This 
indicates that Indonesia’s framework remains human-centric, and has not yet 
embraced concepts of technological or corporate liability, which are vital in the 
context of artificial intelligence and automation. 

Conversely, the United Kingdom has enacted comprehensive legal reform 
through the Automated Vehicles Act 2024, introducing the concept of the 
Authorised Self-Driving Entity (ASDE). Under this system, when a vehicle is 
operating in autonomous mode, the legal entity—such as the manufacturer, 
software developer, or system operator—is held fully accountable for any 
resulting accidents, not the driver or owner. This framework ensures legal 
certainty, victim protection, and promotes the development of safe technology 
innovation. 
Keywords: Legal Liability, Autonomous Vehicles, Traffic. 

  



 
 

RINGKASAN 

PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM DALAM PERISTIWA KECELAKAAN 
LALU LINTAS PADA TEKNOLOGI TRANSPORTASI BERBASIS 

AUTONOMOUS VEHICLES  ANTARA INDONESIA DENGAN INGGRIS 

Hanif Fathurrahman 

Fakultas Hukum, Universitas Islam Malang 

Perkembangan teknologi transportasi modern telah membawa dunia 
memasuki era kendaraan otonom (Autonomous Vehicles/AV) yang mampu 
beroperasi tanpa intervensi manusia. Inovasi ini diharapkan dapat menekan 
angka kecelakaan lalu lintas akibat human error sekaligus meningkatkan efisiensi 
transportasi. Namun, muncul persoalan baru dalam bidang hukum: siapa yang 
bertanggung jawab apabila terjadi kecelakaan yang disebabkan oleh sistem 
kendaraan otonom? Sistem hukum Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang 
Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) masih 
berasumsi bahwa pengemudi manusia adalah satu-satunya subjek hukum yang 
dapat dimintai tanggung jawab.  

Penelitian ini berupaya menjawab dua pertanyaan utama: pertama, 
bagaimana bentuk pertanggungjawaban hukum pemilik, dan perusahaan 
kendaraan otonom (AV) ketika kendaraan tersebut menyebabkan kecelakaan di 
Indonesia; dan kedua, apa hak-hak pihak yang terkait dalam peristiwa 
kecelakaan lalu lintas yang disebabkan kendaraan AV dengan perbandingan 
Indonesia dan UK. Untuk menjawab permasalahan tersebut, penelitian ini 
menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan tiga pendekatan 
utama, yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan 
pendekatan perbandingan.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia saat ini 
belum mampu mengakomodasi pertanggungjawaban hukum atas kecelakaan 
kendaraan otonom karena belum ada regulasi khusus yang mengatur tanggung 
jawab teknologi. Berdasarkan Pasal 234 UU LLAJ, tanggung jawab masih 
dibebankan kepada pengemudi atau pemilik kendaraan, sementara aspek 
kesalahan sistem belum diperhitungkan. Dalam ranah perdata, Pasal 1365 dan 
1367 KUHPerdata serta Pasal 19 UU Perlindungan Konsumen membuka 
kemungkinan tanggung jawab produsen atas cacat produk, namun 
penerapannya masih terbatas. Di sisi pidana, ketentuan Pasal 359 dan 360 KUHP 
yang menekankan kelalaian manusia juga belum dapat diterapkan terhadap 
sistem otonom. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia masih berorientasi pada 
human liability, belum pada technological liability atau corporate liability, yang 
sangat penting dalam konteks kecerdasan buatan dan otomasi. 

Sebaliknya, Inggris telah melakukan reformasi hukum secara 
komprehensif melalui Automated Vehicles Act 2024, yang memperkenalkan 
konsep Authorised Self-Driving Entity (ASDE). Dalam sistem ini, apabila 
kendaraan beroperasi dalam mode otomatis, maka entitas hukum seperti 
produsen, pengembang perangkat lunak, atau operator sistem bertanggung 
jawab penuh terhadap kecelakaan yang terjadi, bukan pengemudi atau pemilik 
kendaraan. Pengaturan ini memberikan kepastian hukum, perlindungan bagi 
korban, dan mendorong inovasi teknologi yang aman.  
Kata Kunci : Pertanggungjawaban Hukum, Kendaraan Otonom, Lalu Lintas. 

 



 
 

 
 

BAB I PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

 Perkembangan teknologi transportasi modern saat ini telah 

memasuki era baru dengan hadirnya Autonomous Vehicles (AV) atau 

kendaraan otonom. Autopilot merupakan sistem kendali kendaraan yang 

menggunakan teknologi self-driving untuk membantu proses mengemudi 

secara otomatis. Teknologi ini dirancang guna meminimalkan potensi 

kesalahan manusia saat berkendara. Sensor tersebut juga bertindak 

sebagai sistem keselamatan aktif, memberikan peringatan apabila 

pengemudi melepaskan kendali kemudi dalam waktu yang terlalu lama.1 

Gambar 1. Tiga Komponen Utama dalam Autonomous Vehicles 

 

Sumber Gambar: Artikel Jurnal ―How Do Autonomous Vehicles Decide?‖, Akses 

Tanggal 10 September 2025. 

Autonomous Vehicles (AV) bekerja dengan menggabungkan tiga 

komponen utama: persepsi, perencanaan, dan kontrol. Pertama, sistem 

persepsi mengumpulkan data dari berbagai sensor seperti LiDAR, radar, 

kamera, dan GPS untuk mendeteksi objek di sekitar, mengenali rambu 

lalu lintas, pejalan kaki, dan kondisi jalan. Data dari sensor ini diproses 

melalui 

                                                           
1 Endang Prasetyawati, Maulidina Elga, dan Maharani Widjanarko, ―Perlindungan Hukum Bagi 
Pengemudi Mobil Autopilot,‖ IBLAM LAW REVIEW 4, no. 1 (2024): 209–227. Diakses pada Tanggal 
10 September 2025. 



 
 

 
 

sensor fusion untuk menghasilkan peta lingkungan yang akurat secara 

real-time. Kedua, sistem perencanaan menggunakan algoritma 

kecerdasan buatan untuk memprediksi pergerakan objek lain dan 

merencanakan jalur yang aman, efisien, dan sesuai aturan lalu lintas. 

Ketiga, sistem kontrol mengirimkan perintah ke aktuator kendaraan (rem, 

kemudi, akselerasi) untuk menjalankan manuver sesuai rencana. Seluruh 

proses ini berlangsung secara berulang dalam hitungan milidetik sehingga 

AV dapat bereaksi cepat terhadap perubahan situasi di jalan dan 

mengambil keputusan seolah-olah ―mengemudi‖ sendiri.2 

 Di berbagai negara maju, teknologi ini telah diuji coba dalam skala 

terbatas, bahkan di beberapa yurisdiksi sudah diizinkan untuk beroperasi 

secara komersial. Kehadiran AV dipandang sebagai solusi untuk 

mengurangi angka kecelakaan lalu lintas yang mayoritas disebabkan oleh 

kelalaian manusia (human error), meningkatkan efisiensi transportasi, 

serta mendukung transformasi digital di sektor transportasi. Sebagaimana 

Studi akademik menunjukkan bahwa layanan Waymo One (robotaksi 

tanpa pengemudi manusia) memiliki tingkat kecelakaan jauh lebih rendah 

dibandingkan rata-rata pengemudi manusia. Misalnya, klaim cedera 

pribadi berada 0.6 insiden per juta mil, jauh di bawah benchmark 

manusia yaitu 2.80 per juta mil, ini merupakan pengurangan sekitar 80 

%. Demikian juga, kerusakan properti akibat kecelakaan lebih rendah 

(sekitar 55 %).3 

                                                           
2 Sumbal Malik dkk., ―How Do Autonomous Vehicles Decide?,‖ Sensors 23, no. 1 (2023): 1–26. 
Diakses pada Tanggal 10 September 2025. 
3 Kristofer D. Kusano dkk., ―Comparison of Waymo rider-only crash data to human benchmarks at 
7.1 million miles,‖ Traffic Injury Prevention 25, no. sup1 (2024): S66–77, diakses pada Tanggal 10 
September 2025 di https://doi.org/10.1080/15389588.2024.2380786. 



 
 

 
 

 Namun, perkembangan tersebut menimbulkan persoalan baru 

dalam bidang hukum, khususnya mengenai pertanggungjawaban apabila 

terjadi kecelakaan yang melibatkan AV. Dalam sistem transportasi 

konvensional, kecelakaan lalu lintas hampir selalu dikaitkan dengan unsur 

kelalaian pengemudi. Hal ini tercermin dalam Undang-Undang Nomor 22 

Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ), yang 

menempatkan pengemudi, pemilik kendaraan, dan perusahaan angkutan 

sebagai pihak yang bertanggung jawab apabila terjadi kerugian akibat 

kecelakaan (Pasal 234 ayat (1) UU LLAJ). Selain itu, pengemudi 

diwajibkan untuk memiliki kompetensi dalam mengemudikan kendaraan 

(Pasal 77 ayat (3) UU LLAJ). Dengan demikian, pengaturan hukum lalu 

lintas Indonesia masih sepenuhnya berlandaskan pada keberadaan 

―pengemudi manusia‖ sebagai subjek hukum utama. 

 Persoalan muncul ketika kendaraan otonom menggantikan peran 

manusia dalam mengemudi. Pada sistem Autonomous Vehicles, 

pengendali kendaraan bukan lagi manusia, melainkan sistem kecerdasan 

buatan yang tidak dapat diperlakukan sebagai subjek hukum. Pertanyaan 

mendasar pun muncul: Pertanyaan mendasar yang muncul kemudian 

adalah: siapa yang seharusnya memikul tanggung jawab hukum ketika 

terjadi kecelakaan yang melibatkan kendaraan otonom — apakah 

pengemudi, sistem GPS, produsen mobil, atau penyedia teknologi seperti 

Google? Hingga kini, belum ada jawaban pasti atas persoalan tersebut. 

Ketidakpastian hukum yang menyertai pengembangan teknologi 

kendaraan otonom dapat menjadi hambatan bagi perusahaan untuk 



 
 

 
 

berinvestasi lebih lanjut, meskipun sejatinya inovasi ini berpotensi besar 

mengurangi angka kecelakaan dan korban jiwa di jalan raya.4 

 Ketiadaan regulasi khusus di Indonesia mengenai kendaraan 

otonom menyebabkan persoalan hukum ini semakin kompleks. UU LLAJ, 

KUHP, maupun Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) tidak 

secara eksplisit mengatur mengenai AV. Padahal, jika dilihat dari aspek 

perdata, Pasal 1365 KUHPerdata menegaskan bahwa setiap perbuatan 

melawan hukum yang menimbulkan kerugian pada orang lain 

menimbulkan kewajiban untuk mengganti kerugian. Selanjutnya, Pasal 

1367 KUHPerdata menegaskan tanggung jawab seseorang atas kerugian 

yang ditimbulkan oleh barang-barang yang berada dalam 

pengawasannya. Artinya, dalam KUHPer, baik pengemudi, atau pemilik 

kendaraan otonom dapat dimintai tanggung jawab jika kendaraannya 

menyebabkan kerugian pada pihak lain, meskipun pengendali langsung 

adalah sistem otonom. 

 Dari sisi hukum perlindungan konsumen, Undang-Undang Nomor 

8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) memberikan 

landasan prinsip tanggung jawab mutlak (strict liability) pada pelaku 

usaha. Pasal 19 ayat (1) UUPK menegaskan bahwa pelaku usaha 

bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerugian konsumen 

akibat penggunaan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan. Dengan 

demikian, jika kecelakaan terjadi akibat cacat produk pada sistem AV, 

maka produsen kendaraan dapat dimintai pertanggungjawaban hukum. 

Oleh sebab itu, pemilik kendaraan atau pengemudi dapat dimintai 

                                                           
4 andrew Wirjaputra, ―Mengungkap Teknologi ‗Google Autonomous Car‘ A,‖ Binus University, 2012. 
Hal. 21. 



 
 

 
 

tanggung jawab, sementara di sisi lain produsen juga dapat digugat atas 

dasar cacat produk. 

 Dari aspek pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) 

mengatur pertanggungjawaban akibat kelalaian. Pasal 359 KUHP, 

misalnya, mengatur ancaman pidana bagi siapa pun yang karena 

kelalaiannya menyebabkan orang lain meninggal dunia. Pasal ini dapat 

diberlakukan jika kecelakaan AV menimbulkan korban jiwa dan terbukti 

ada kelalaian dari pihak pengawas atau pemilik kendaraan. Namun, 

problem yuridis muncul karena dalam kendaraan otonom, kesalahan 

sering kali bersumber dari sistem perangkat lunak atau algoritma, bukan 

dari kelalaian manusia. Hal ini menimbulkan kesulitan dalam menentukan 

subjek yang layak dimintai pertanggungjawaban pidana. 

 Kondisi ini menunjukkan adanya kekosongan hukum (legal gap) 

dalam sistem hukum Indonesia. Namun, kekosongan hukum ini tidak 

berarti teknologi AV tersebut dilarang. Dapat kita lihat dari beberapa 

kasus dimana pemerintah Indonesia akan mengatur hal tertentu hanya 

setelah perkembangan pasar atau permintaan publik yang masif.5 Dalam 

praktiknya, regulasi yang ada masih akan ―memaksa‖ pengguna 

kendaraan otonom untuk dianggap sebagai pengemudi yang bertanggung 

jawab penuh atas segala akibat hukum. Namun, di sisi lain, doktrin 

hukum modern cenderung mengarah pada product liability atau bahkan 

strict liability terhadap produsen, karena kegagalan sistem AV sering kali 

berada di luar kendali manusia. 

                                                           
5 Indri Fogar Susilowati Rama Novtian Ardi, ―Kendaraan Di Indonesia Dengan Jerman Dan Korea 
Selatan,‖ Jurnal Hukum, 161-170., 2022, 1–13. Diakses pada Tanggal 10 September 2025. 



 
 

 
 

 Pendekatan komparatif memperlihatkan bahwa negara lain telah 

lebih progresif dalam merespons hal ini. Inggris, misalnya, melalui 

Automated Vehicles Bill menetapkan bahwa selama kendaraan beroperasi 

secara otonom, maka perusahaan produsen atau entitas hukum yang 

bertanggung jawab atas sistem AV dianggap sebagai ―pengemudi‖ yang 

bertanggung jawab penuh terhadap kecelakaan.6 

 Selain persoalan pertanggungjawaban, isu penting lain dalam 

kecelakaan yang melibatkan Autonomous Vehicles (AV) adalah hak-hak 

para pihak yang terlibat, baik sebagai korban maupun pihak yang 

dianggap bertanggung jawab. Dalam hukum Indonesia, hak atas 

perlindungan hukum dalam kecelakaan lalu lintas diatur dalam UU Nomor 

22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ). Pasal 

234 ayat (1) UU LLAJ menegaskan bahwa pengemudi, pemilik kendaraan, 

dan/atau perusahaan angkutan bertanggung jawab memberikan ganti 

kerugian kepada korban atau ahli waris korban. Pasal 235 bahkan 

mengatur hak ahli waris korban meninggal dunia untuk memperoleh 

santunan dan ganti rugi. Dengan demikian, korban kecelakaan berhak 

menuntut kompensasi baik secara perdata (ganti rugi) maupun pidana 

(penegakan hukum terhadap pelaku).7 

 Di sisi lain, pelaku kecelakaan lalu lintas tetap merupakan subjek 

hukum yang memiliki hak-hak yang dilindungi oleh peraturan perundang-

                                                           
6 UK Government, ―Self-Driving Vehicles Set to Be on Roads by 2026 as Automated Vehicles Act 
Becomes Law,‖ GOV.UK, May 20, 2024, https://www.gov.uk/government/news/self-driving-
vehicles-set-to-be-on-roads-by-2026-as-automated-vehicles-act-becomes-law. Diakses pada 
Tanggal 14 September 2025. 
7 Indri Fogar Susilowati Rama Novtian Ardi, Mukhawwas, Eka Handayani, Saharuddin, Faizal Alwi, 
Kurniawan 1Fakultas Politik dan Hukum Universitas Andi Sudirman, Indonesia , Fakultas Hukum 
Bisnis Universitas Ichsan Sidenreng Rappang, Indonesia, LLDikti Wil IX Makassar, Penanganan 
Pelanggaran Pidana Pemilu Oleh Bawaslu Bone: Studi Atas Praktik Hukum Pemilu Handling Of 
Election Criminal Violations By Bawaslu Bone: A Study On The Practice Of Election Law 
1mukhawwas, 6, no. 4 (2025): 1–18. Diakses pada Tanggal 14 September 2025. 

https://www.gov.uk/government/news/self-driving-vehicles-set-to-be-on-roads-by-2026-as-automated-vehicles-act-becomes-law
https://www.gov.uk/government/news/self-driving-vehicles-set-to-be-on-roads-by-2026-as-automated-vehicles-act-becomes-law


 
 

 
 

undangan. Hak utama yang dimiliki pelaku adalah hak untuk memperoleh 

perlindungan hukum sesuai asas persamaan di hadapan hukum (equality 

before the law). Setiap orang yang terlibat dalam suatu kecelakaan 

berhak diperlakukan secara adil dan sesuai dengan prosedur hukum yang 

berlaku, tanpa adanya diskriminasi. Meskipun pelaku kecelakaan dapat 

saja menyebabkan kerugian materiil atau immateriil bagi korban, ia tetap 

berhak untuk memperoleh pembelaan hukum yang layak. Dalam proses 

penegakan hukum, pelaku memiliki hak untuk didampingi oleh penasihat 

hukum serta hak untuk mengajukan pembelaan diri, sehingga proses 

peradilan berlangsung secara objektif dan menjamin perlindungan hak 

asasi semua pihak yang terlibat. 

 Lebih lanjut, pelaku kecelakaan berhak atas pemeriksaan perkara 

yang obyektif, transparan, dan sesuai dengan prinsip keadilan. Pelaku 

kecelakaan juga memiliki hak untuk memperoleh pemeriksaan yang 

objektif dan transparan terkait peristiwa yang terjadi. Apabila terbukti 

bersalah, pelaku dapat dikenakan sanksi hukum yang sepadan dengan 

tingkat kesalahannya. Namun, jika terbukti tidak bersalah atau 

kecelakaan disebabkan oleh kelalaian pihak lain, maka pelaku berhak 

memperoleh keadilan yang proporsional, termasuk pembebasan dari 

tuduhan yang tidak berdasar. Selain itu, pelaku juga memiliki hak untuk 

menuntut ganti rugi atas kerugian pribadi yang dialami akibat kecelakaan, 

seperti biaya pengobatan atau perawatan medis apabila ia menderita luka 

fisik.8 

                                                           
8 Irawan Harahap Kadri, Fahmi, ―Penyelesaian Hukum Terhadap Pelaku Kecelakaan Lalu Lintas,‖ 
Collegium Studiosum Journal 7, no. 2 (2024): 515–34. Diakses pada Tanggal 14 September 2025. 



 
 

 
 

 Istilah ―pidana‖ dalam KUHP versi Moeljatno bersinonim dengan 

―hukuman‖ sebagaimana digunakan oleh R. Soesilo, yakni sebagai 

sebutan atas segala bentuk akibat hukum atas pelanggaran norma. 

Pelanggaran terhadap norma disiplin akan dikenai hukuman disiplin, 

pelanggaran hukum perdata akan berujung pada sanksi perdata, dan 

pelanggaran hukum administrasi akan dikenai sanksi administratif. 

Sementara itu, pelanggaran terhadap hukum pidana akan dikenai sanksi 

pidana. Dari konstruksi ini, dapat dipahami bahwa sistem hukum 

Indonesia membagi pertanggungjawaban berdasarkan jenis norma yang 

dilanggar, namun pada kendaraan otonom, masih terdapat ketidakpastian 

dalam menetapkan siapa yang secara yuridis bertanggung jawab saat 

terjadi kecelakaan. Berbeda dengan Indonesia, sejumlah negara telah 

mulai menyusun regulasi yang membagi tanggung jawab secara 

proporsional antara pengemudi, pemilik kendaraan, dan produsen. 

Kondisi ini menegaskan urgensi kajian akademik dalam merumuskan 

model pertanggungjawaban hukum yang adaptif terhadap sistem hukum 

nasional, dengan tetap memperhatikan perkembangan hukum di negara 

lain sebagai bahan perbandingan normatif.9 

 Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini akan mengkaji 

lebih dalam tentang pertanggungjawaban dalam peristiwa kecelakaan lalu 

lintas pada teknologi transportasi berbasis autonomous vehicles di 

Indonesia, dengan fokus pada dua persoalan pokok, yakni bagaimana 

pertanggungjawaban pengemudi, pemilik dan perusahaan kendaraan AV 

saat kendaraan AV menyebabkan kecelakaan, serta apa saja hak pihak-

                                                           
9 Takdir. Mengenal Hukum Pidana. Jakarta: Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT), 
2013, hal. 3. 



 
 

 
 

pihak yang terkait dalam peristiwa kecelakaan lalu lintas yang disebabkan 

kendaraan AV. 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana pertanggungjawaban hukum pengemudi, pemilik dan 

perusahaan kendaraan AV saat kendaraan AV menyebabkan 

kecelakaan menurut hukum Indonesia dan Inggris? 

2. Apa saja hak-hak pihak yang terkait dalam peristiwa kecelakaan 

lalu lintas yang disebabkan kendaraan AV menurut hukum 

Indonesia dan Inggris? 

C. Tujuan Penelitian 

- Menganalisis bentuk pertanggungjawaban pengemudi, pemilik, 

dan perusahaan kendaraan AV ketika terjadi kecelakaan, baik dari 

perspektif hukum perdata, pidana, maupun administrasi negara, 

berdasarkan kerangka hukum nasional yang ada (KUHPerdata, 

KUHP, UU LLAJ, UUPK, UUAP) serta pendekatan komparatif 

dengan regulasi negara lain. 

- Mengidentifikasi dan mengkaji hak-hak para pihak yang terlibat 

dalam kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh kendaraan AV, 

termasuk hak korban, ahli waris, pemilik kendaraan, perusahaan 

produsen, dan pihak ketiga terkait, guna merumuskan 

perlindungan hukum yang seimbang. 

D. Manfaat Penelitian 

 Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi teoritis dan 

praktis dalam pengembangan hukum transportasi di Indonesia.  

1. Manfaat Teoritis 



 
 

 
 

Secara teoritis, penelitian ini memperkaya khazanah keilmuan 

hukum dengan memberikan analisis mendalam mengenai 

pertanggungjawaban hukum dan perlindungan hak dalam kasus 

kecelakaan kendaraan otonom, yang hingga saat ini belum diatur secara 

eksplisit dalam peraturan perundang-undangan nasional.  

2. Manfaat Praktis 

Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi 

pemerintah, pembuat kebijakan, dan aparat penegak hukum untuk 

menyusun regulasi khusus mengenai AV yang memberikan kepastian 

hukum, keadilan bagi korban, serta perlindungan yang proporsional bagi 

pemilik maupun produsen kendaraan. Penelitian ini juga memberikan 

manfaat bagi masyarakat luas dengan meningkatkan pemahaman 

tentang hak dan kewajiban hukum terkait penggunaan teknologi 

transportasi otonom, sehingga mendukung terciptanya iklim hukum yang 

responsif terhadap inovasi teknologi. 

E. Orisinalitas Penelitian 

 Penelitian ini menawarkan kontribusi yang unik dan orisinal dalam 

kajian hukum teknologi transportasi berbasis kendaraan otonom 

(Autonomous Vehicle/AV), sehingga dapat diketahui letak kebaruan dan 

kontribusi ilmiahnya. Kajian terhadap penelitian terdahulu akan sangat 

penting dilakukan untuk menghindari duplikasi penelitian sekaligus 

menegaskan posisi penelitian ini dalam pengembangan ilmu hukum, 

khususnya di bidang pertanggungjawaban hukum dalam kecelakaan 

kendaraan otonom. 



 
 

 
 

 Terkait dengan penelitian ini, penulis membandingkan penelitian 

ini dengan beberapa skripsi dan karya ilmiah yang relevan. Penelitian-

penelitian ini menunjukkan persamaan, perbedaan, dan nilai kebaruan 

ketika dibandingkan dengan penelitian ini, yaitu: 

 Penelitian pertama berjudul " PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA 

TERHADAP TERJADINYA KECELAKAAN LALU LINTAS AKIBAT DARI 

PENGGUNAAN SISTEM AUTOPILOT (SELF DRIVING)" yang ditulis oleh 

Miftahul Akbar Hidayatullah. Penelitian Miftahul hanya meneliti tanggung 

jawab pemilik kendaraan, sedangkan penelitian Peneliti memperluas 

analisis hingga tanggung jawab pengemudi, pemilik, dan perusahaan AV, 

serta membahas hak-hak para pihak (korban, ahli waris, pemilik 

kendaraan, dan perusahaan). 

 Penelitian kedua, dengan judul ― BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM 

BAGI KONSUMEN MOBIL SEMIAUTONOMOUS TERHADAP KECELAKAAN 

AKIBAT GAGALNYA SISTEM ‖ yang ditulis oleh Kevin Bryan Arya Herwant 

,dan Rosalinda Elisina Latumahina. Penelitian ini memiliki kesamaan 

dalam membahas akibat hukum pada kecelakaan dari transportasi 

autonomous, namun berbeda pada fokusnya yang menitikberatkan pada 

sebab kecelakaan dari gagalnya sistem kendaraan autonomous. 

 Penelitian ketiga, dengan judul ―Pembaruan Hukum Pidana 

Terhadap Penggunaan Autonomous Drive Pada Kecelakaan yang 

Mengakibatkan Kematian― yang ditulis oleh Fasa Muhamad Hapid ,dan 

Ahmad Jamaludin. Penelitian ini memiliki kesamaan dalam pembahasan 

pada kecelakaan yang terjadi dari kendaraan yang memiliki sistem AI, 



 
 

 
 

tetapi penelitian ini memiliki titik berat pada kematian yang terjadi dari 

kecelakaan kendaraan yang memiliki sistem AI. 

 Berdasarkan persamaan dan perbedaan yang ditemukan dalam 

penelitian-penelitian tersebut, penelitian ini menawarkan nilai kebaruan 

tertentu. 

No. PROFIL JUDUL 

1. 

 

 

Miftahul Akbar 

Hidayatullah 

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA 

TERHADAP TERJADINYA KECELAKAAN 

LALU LINTAS AKIBAT DARI PENGGUNAAN 

SISTEM AUTOPILOT (SELF DRIVING) 

Rumusan Masalah 

1. Bagaimana kelemahan dalam pengaturan pertanggungjawaban pidana 

terhadap terjadinya kecelakaan yang diakibatkan oleh mobil dengan sistem 

autopilot dalam ketentuan hukum pidana di Indonesia? 

2. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana ketika terjadi kecelakaan 

lalu lintas yang disebabkan oleh kendaraan dengan sistem autopilot (self 

driving)? 

HASIL PENELITIAN 

Penelitian ini menemukan bahwa kelemahan utama dalam pengaturan hukum 

Indonesia terletak pada tidak adanya pengaturan khusus yang secara eksplisit 

mengatur pertanggungjawaban pidana dalam kasus kecelakaan yang 

disebabkan oleh kendaraan dengan sistem autopilot. UU No. 22 Tahun 2009 

tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan hanya mengatur kecelakaan yang 

diakibatkan oleh kelalaian pengemudi (human error), tetapi tidak mencakup 



 
 

 
 

skenario di mana kendaraan beroperasi secara mandiri menggunakan sistem 

autopilot. Hal ini menimbulkan kekosongan hukum (legal vacuum) yang dapat 

menimbulkan ketidakpastian hukum bagi korban maupun pemilik kendaraan. 

Selain itu, hasil penelitian menunjukkan bahwa teori vicarious liability dapat 

digunakan sebagai dasar untuk membebankan tanggung jawab pidana 

kepada pemilik kendaraan atau entitas hukum yang mengoperasikan sistem 

autopilot. Dalam praktiknya, bentuk pertanggungjawaban dapat berupa ganti 

kerugian kepada korban, denda, hingga pencabutan izin operasi kendaraan. 

Penelitian ini juga menegaskan perlunya harmonisasi regulasi Indonesia 

dengan praktik di negara lain, seperti pengaturan Jerman dan Inggris, yang 

telah memiliki kerangka hukum khusus untuk kendaraan otonom. 

Penelitian Miftahul merekomendasikan agar Indonesia segera menyusun 

regulasi baru atau merevisi UU LLAJ untuk mengakomodasi fenomena 

kendaraan dengan sistem autopilot, dengan memperhatikan aspek 

keselamatan, hak-hak korban, dan kepastian hukum bagi produsen maupun 

pemilik kendaraan. 

 

PERSAMAAN 

Pembahasan pertanggungjawaban hukum 

atas kecelakaan yang melibatkan kendaraan 

dengan teknologi otonom/autopilot, dan 

mengkaji relevansi UU No. 22 Tahun 2009 

dan menyoroti kekosongan hukum yang 

ada di Indonesia. 

 

 

 

Penelitian berfokus pada tanggung jawab 

pemilik kendaraan, sedangkan skripsi yang 

akan dibuat memperluas analisis hingga 



 
 

 
 

PERBEDAAN tanggung jawab pengemudi, pemilik, dan 

perusahaan AV, serta membahas hak-hak 

para pihak (korban, ahli waris, pemilik 

kendaraan, dan perusahaan). 

 

No. PROFIL JUDUL 

2. 

 

 

Kevin Bryan Arya 

Herwant 

,dan Rosalinda Elisina 

Latumahina 

BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM BAGI 

KONSUMEN MOBIL SEMIAUTONOMOUS 

TERHADAP KECELAKAAN AKIBAT 

GAGALNYA SISTEM 

Rumusan Masalah 

1. Bagaimana pertanggungjawaban hukum ditentukan dalam kecelakaan 

yang melibatkan kendaraan autopilot, dan siapa yang harus bertanggung 

jawab antara pemilik kendaraan, produsen teknologi autopilot, atau pihak lain 

yang terkait? 

2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum yang efektif bagi konsumen 

pengguna kendaraan semi-autonomous berdasarkan Undang-Undang 

Perlindungan Konsumen (UUPK), serta apakah regulasi yang ada saat ini 

perlu disesuaikan untuk mengakomodasi perkembangan teknologi autopilot? 

HASIL PENELITIAN 

Perlindungan hukum bagi pengemudi atau pemilik kendaraan semi-otonom 

yang mengalami kecelakaan terdiri atas dua jenis, yaitu perlindungan 

preventif dan represif. Ketentuan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 



 
 

 
 

Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang memberikan hak kepada 

konsumen untuk mengajukan keberatan atau klaim terhadap Agen Tunggal 

Pemegang Merek (ATPM) selaku pihak yang bertanggung jawab atas 

pemasaran dan operasional sistem semi-otonom di Indonesia. ATPM memiliki 

kewajiban hukum untuk memberikan ganti rugi atas kerugian yang dialami 

oleh konsumen sebagai bentuk tanggung jawab pelaku usaha. Dengan 

demikian, pemilik atau pengemudi kendaraan semi-autonomous dijamin 

memperoleh perlindungan hukum yang memadai baik secara preventif untuk 

menghindari risiko kecelakaan, maupun secara represif untuk mendapatkan 

ganti rugi jika terjadi kecelakaan akibat kegagalan sistem. 

 

PERSAMAAN 

Pembahasan akibat hukum pada 

kecelakaan dari transportasi autonomous 

 

 

 

PERBEDAAN 

Fokusnya yang menitikberatkan pada sebab 

kecelakaan dari gagalnya sistem kendaraan 

autonomous. 

 

No. PROFIL JUDUL 

3. 

 

 

Fasa Muhamad Hapid, 

dan Ahmad Jamaludin 

Pembaruan Hukum Pidana Terhadap 

Penggunaan Autonomous Drive Pada 

Kecelakaan yang Mengakibatkan Kematian 

Rumusan Masalah 

1. Bagaimana seharusnya kerangka hukum di Indonesia diatur untuk 

mengakomodasi keberadaan dan penggunaan teknologi kendaraan autopilot, 



 
 

 
 

serta apa saja aspek hukum transportasi yang perlu diperjelas? 

2. Bagaimana pengaturan hukum pidana yang seharusnya diterapkan untuk 

mengatur tanggung jawab dalam kasus kecelakaan yang melibatkan 

kendaraan autonomous drive, dan bagaimana perlindungan konsumen dapat 

diperkuat dalam regulasi yang ada? 

HASIL PENELITIAN 

Berdasarkan analisis terhadap permasalahan yang diidentifikasi, penelitian ini 

menyimpulkan dua hasil utama. Pertama, meskipun teknologi autonomous 

drive telah berkembang pesat dan mulai mendapatkan perhatian dari 

pemerintah Indonesia, regulasi yang ada saat ini belum memadai. Saat ini, 

pengaturan tentang autonomous drive masih mengacu pada Undang-Undang 

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) serta Undang-Undang Perlindungan 

Konsumen, yang tidak sepenuhnya sesuai dengan karakteristik teknologi 

tersebut. UU LLAJ fokus pada tanggung jawab pengemudi, sementara 

autonomous drive bergantung pada sistem otomatis, sehingga regulasi yang 

ada tidak dapat mengakomodasi situasi yang melibatkan teknologi ini secara 

efektif. Oleh karena itu, diperlukan pembaharuan hukum pidana untuk 

mengatur kemungkinan kecelakaan yang disebabkan oleh sistem autonomous 

drive, khususnya yang mengakibatkan kematian. 

Kedua, pemerintah seharusnya tidak menunggu hingga terjadi kecelakaan 

fatal untuk merumuskan aturan hukum pidana. Prinsip kehati-hatian 

(precautionary principle) dapat digunakan sebagai dasar untuk pengaturan 

hukum pidana yang bersifat prospektif. Dengan merancang regulasi dan 

formulasi hukum yang siap sebelum teknologi autonomous drive menjadi 

umum digunakan, baik dalam kendaraan pribadi maupun transportasi publik, 



 
 

 
 

akan dapat menjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat 

serta meminimalisir risiko yang mungkin timbul di masa depan. 

 

PERSAMAAN 

pembahasan pada kecelakaan yang terjadi 

dari kendaraan yang memiliki sistem AI 

bernama Autonomous Vehicles. 

 

 

 

PERBEDAAN 

Titik berat pembahasan terkait adalah pada 

kematian yang terjadi dari kecelakaan 

kendaraan yang memiliki sistem AI. 

Sedangkan penelitian ini adalah ; 

PROFIL JUDUL 

Hanif Fathurrahman 

 

PERTANGGUNGJAWABAN DALAM PERISTIWA 

KECELAKAAN LALU LINTAS PADA TEKNOLOGI 

TRANSPORTASI BERBASIS AUTONOMOUS 

VEHICLES DI INDONESIA 

Rumusan Masalah 

1. Bagaimana pertanggungjawaban hukum pengemudi, pemilik dan 

perusahaan kendaraan AV saat kendaraan AV menyebabkan 

kecelakaan menurut hukum Indonesia dan Inggris? 

2. Apa saja hak-hak pihak yang terkait dalam peristiwa kecelakaan lalu 

lintas yang disebabkan kendaraan AV menurut hukum Indonesia dan 

Inggris? 

Nilai Kebaruan 

1. Bentuk pertanggungjawaban pidana dan perdata dari pemilik ataupun 



 
 

 
 

pengemudi dan perusahaan transportasi AV bila terlibat dalam kecelakaan; 

2. Hak-hak para pihak dalam peristiwa kecelakaan lalu lintas yang melibatkan 

teknologi transportasi otonom. 

F. Metode Penelitian 

Guna memenuhi validitas dan rehabilitas hasil penelitian dalam tugas 

akhir ini, maka ditetapkan hal-hal sebagai berikut: 

1. Jenis Penelitian 

 Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini 

adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif 

dipilih karena fokus penelitian adalah menganalisis norma hukum 

positif yang berlaku di Indonesia terkait pertanggungjawaban 

pengemudi, pemilik, dan perusahaan kendaraan otonom (AV) 

dalam peristiwa kecelakaan lalu lintas serta hak-hak para pihak 

yang terlibat. Penelitian ini tidak melakukan pengumpulan data 

lapangan, melainkan menggunakan bahan hukum sebagai sumber 

utama. Alasan pemilihan penelitian hukum normatif adalah karena 

permasalahan yang dikaji merupakan isu yuridis konseptual yang 

membutuhkan penafsiran norma hukum, doktrin, dan 

perbandingan dengan sistem hukum negara lain.10 

2. Pendekatan Penelitian 

 Penelitian ini menggunakan tiga pendekatan utama untuk 

menjawab rumusan masalah, sebagai berikut:  

a. Pendekatan Perundang-Undangan 

                                                           
10 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Edisi Revisi (Jakarta: Kencana, 2021), hlm. 56. 



 
 

 
 

 Pendekatan perundang-undangan (statute approach) 

digunakan untuk menelaah secara mendalam peraturan 

perundang-undangan yang relevan, seperti Undang-Undang 

Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, 

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang 

Hukum Pidana, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, serta 

ketentuan lain yang mengatur pertanggungjawaban hukum dalam 

peristiwa kecelakaan lalu lintas. 11  

b. Pendekatan Konseptual 

 Selanjutnya, penelitian ini menerapkan pendekatan 

konseptual (conceptual approach) untuk memahami dan 

menguraikan konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan 

pertanggungjawaban perdata, tanggung jawab pidana, hak 

korban, hak pemilik kendaraan, serta doktrin tanggung jawab 

produk (product liability).12  

c. Pendekatan Perbandingan 

 Di samping itu, digunakan pula pendekatan perbandingan 

(comparative approach) dengan cara membandingkan kerangka 

hukum Indonesia dengan regulasi di negara lain, seperti Inggris 

melalui Automated Vehicles Act 2024. Pendekatan perbandingan 

ini bertujuan menemukan praktik terbaik (best practices) yang 

dapat dijadikan rekomendasi bagi pembentukan regulasi yang 

                                                           
11 Peter Mahmud Marzuki, Ibid. 
12 Peter Mahmud Marzuki, Ibid., hlm. 177-178. 



 
 

 
 

lebih komprehensif dan adaptif terhadap perkembangan teknologi 

kendaraan otonom di Indonesia.13 

3. Sumber Bahan Hukum 

a. Bahan Hukum Primer14 

 Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini 

mencakup: 

 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas 

dan Angkutan Jalan sebagai dasar hukum 

penyelenggaraan lalu lintas dan pertanggungjawaban 

kecelakaan. 

 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Pasal 1365–1367) 

yang mengatur perbuatan melawan hukum dan dasar 

tanggung jawab perdata. 

 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Pasal 359, 360, dan 

ketentuan pidana korporasi) yang mengatur 

pertanggungjawaban pidana atas kelalaian yang 

mengakibatkan luka berat atau kematian. 

 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 tentang Tata Cara 

Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi. 

 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 

Perlindungan Konsumen yang mengatur tanggung jawab 

pelaku usaha terhadap konsumen. 

 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 

Administrasi Pemerintahan 

                                                           
13 Peter Mahmud Marzuki, Ibid., hlm. 172-173. 
14 Peter Mahmud Marzuki, Ibid., hlm. 181. 



 
 

 
 

 Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 2 Tahun 2019 

tentang Pedoman Penyelesaian sengketa tindakan 

pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan 

Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat 

Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) 

 Peraturan perundang-undangan lain yang relevan dengan 

teknologi kendaraan otonom dan keselamatan lalu lintas. 

b. Bahan Hukum Sekunder15 

 Bahan hukum sekunder terdiri dari: 

 Buku-buku literatur hukum yang membahas 

pertanggungjawaban perdata dan pidana, hukum 

perlindungan konsumen, dan hukum lalu lintas. 

 Artikel jurnal ilmiah, prosiding, dan hasil penelitian 

sebelumnya yang relevan dengan topik kendaraan otonom 

dan kecelakaan lalu lintas. 

 Naskah akademik, pendapat para ahli hukum, serta 

publikasi hukum internasional mengenai pengaturan dan 

praktik terbaik (best practice) dalam penggunaan AV. 

c. Bahan Hukum Tertier16 

 Bahan hukum tersier meliputi: 

 Kamus hukum, ensiklopedia hukum, indeks, dan direktori 

yang membantu memberikan penjelasan dan interpretasi 

terhadap bahan hukum primer dan sekunder. 

                                                           
15 Peter Mahmud Marzuki, Ibid., hlm. 181. 
16 Willa Wahyuni, ―Objek Penelitian Hukum Normatif untuk Tugas Akhir | Klinik Hukumonline.‖ 22 

Desember 2022. Diakses Tanggal 3 Oktober 2025. 
Dari  https://www.hukumonline.com/berita/a/objek-penelitian-hukum-normatif-untuk-tugas-akhir-
lt63a46376c6f72/.  

https://www.hukumonline.com/berita/a/objek-penelitian-hukum-normatif-untuk-tugas-akhir-lt63a46376c6f72/
https://www.hukumonline.com/berita/a/objek-penelitian-hukum-normatif-untuk-tugas-akhir-lt63a46376c6f72/


 
 

 
 

 Sumber rujukan lain yang mendukung pemahaman 

terminologi hukum dan konsep-konsep dasar. 

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 

a. Studi Kepustakaan 

 Studi kepustakaan dilakukan dengan cara menelaah 

berbagai literatur hukum yang relevan, baik berupa buku, artikel 

ilmiah, hasil penelitian terdahulu, maupun doktrin para ahli 

hukum. Melalui studi ini, penulis memperoleh landasan suatu teori 

untuk menganalisis isu pertanggungjawaban pidana, perdata, dan 

administrasi dalam peristiwa kecelakaan kendaraan otonom. Studi 

kepustakaan juga mencakup kajian terhadap teori-teori hukum, 

asas-asas umum, serta perkembangan pemikiran akademis yang 

berkaitan dengan hukum lalu lintas, hukum perlindungan 

konsumen, dan tanggung jawab korporasi. 

b. Studi Dokumen 

 Studi dokumen dilakukan dengan menelusuri dan 

menelaah dokumen hukum yang relevan, termasuk putusan 

pengadilan, risalah pembahasan peraturan perundang-undangan, 

publikasi resmi pemerintah, dan data dari pusat dokumentasi 

hukum.17 Pengumpulan dokumen dilakukan melalui akses ke 

perpustakaan fakultas, pusat dokumentasi hukum nasional, situs 

resmi pemerintah, repositori jurnal hukum daring terindeks, dan 

publikasi hukum internasional. Teknik ini memastikan bahwa 

                                                           
17 Burhan Ashshofa, Metode Penelitian Hukum (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2001), hlm. 16. 



 
 

 
 

seluruh data yang digunakan bersifat akurat, mutakhir, dan dapat 

dipertanggungjawabkan secara akademis. 

5. Teknik Analisis Bahan Hukum 

 Teknik analisis bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan 

melalui konstruksi hukum yang meliputi tiga bentuk penalaran. 

Pertama, analogi, yaitu memperluas penerapan norma yang ada 

untuk mengisi kekosongan hukum, misalnya dengan menerapkan 

prinsip product liability pada kasus kendaraan otonom. Kedua, 

rechtsverfijning, yakni menemukan aturan yang berlaku agar 

sesuai dengan perkembangan teknologi, seperti menyesuaikan 

ketentuan UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta UU 

Perlindungan Konsumen agar relevan dengan konteks kendaraan 

otonom. Ketiga, argumentum a contrario, yaitu menafsirkan 

hukum secara berlawanan dengan ketentuan yang ada, contohnya 

jika undang-undang menegaskan tanggung jawab pengemudi, 

maka ketika kendaraan beroperasi secara otonom penuh, 

tanggung jawab dapat dialihkan kepada produsen atau penyedia 

layanan.18 

 Penafsiran dilakukan dengan menggunakan metode 

interpretasi gramatikal untuk memahami makna normatif dari 

setiap pasal, interpretasi sistematis untuk menilai hubungan antar 

peraturan perundang-undangan yang saling terkait, serta 

                                                           
18 Philips M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, Argumentasi Hukum (Yogyakarta: Gadjah Mada 
University Press, 2017), hlm. 27. 



 
 

 
 

interpretasi teleologis guna menilai tujuan dari pengaturan hukum 

tersebut.19  

G. Sistematika Penulisan 

BAB I PENDAHULUAN  

 Bab ini menguraikan latar belakang masalah yang menjadi dasar 

dilakukannya penelitian, perumusan masalah yang akan dijawab dalam 

penelitian, tujuan penelitian yang hendak dicapai, manfaat penelitian 

yang diharapkan, serta orisinalitas penelitian yang menunjukkan 

kebaruan topik. Bab ini juga menjelaskan metode penelitian yang 

digunakan, pendekatan penelitian, sumber bahan hukum, serta teknik 

analisis bahan hukum. Pada bagian akhir bab, disajikan sistematika 

penulisan skripsi secara ringkas. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

 Bab ini menyajikan tinjauan literatur yang relevan dengan topik 

penelitian, yang meliputi konsep dan teori pertanggungjawaban hukum 

perdata pidana, dan administrasi negara dalam kecelakaan lalu lintas, 

pengaturan terhadap kecelakaan lalu lintas, hak-hak para pihak dalam 

kecelakaan lalu lintas dan cara kerja kendaraan otonom.  

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 Bab ini menyajikan hasil penelitian yang diperoleh dari analisis 

bahan hukum. Pembahasan difokuskan pada pertanggungjawaban hukum 

pengemudi, pemilik, dan perusahaan kendaraan otonom (AV) saat 

kendaraan AV menyebabkan kecelakaan, dengan menguraikan dasar 

hukum yang mengatur pertanggungjawaban perdata, pidana, dan 

                                                           
19 Philips M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati. Ibid., hlm. 26. 



 
 

 
 

korporasi. Selanjutnya, bab ini membahas hak-hak pihak-pihak yang 

terkait dalam peristiwa kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh 

kendaraan AV, termasuk hak korban, hak ahli waris, hak pengemudi dan 

pemilik kendaraan, serta hak perusahaan produsen untuk membuktikan 

bahwa produk yang mereka hasilkan tidak cacat (no defect defense). 

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN 

 Bab ini berisi kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan 

masalah penelitian berdasarkan hasil analisis pada bab sebelumnya. 

Kesimpulan disajikan secara singkat dan padat untuk memperjelas hasil 

penelitian. Selain itu, bab ini memuat saran-saran yang bersifat praktis 

dan konstruktif bagi pembuat kebijakan, pelaku industri kendaraan 

otonom, dan masyarakat guna mewujudkan kepastian hukum dan 

perlindungan hak-hak pihak yang terlibat dalam kecelakaan AV. 

 



 
 

 
 

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan keseluruhan hasil penelitian normatif, penafsiran 

hukum, analisis komparatif, serta rekonstruksi doktrinal yang dilakukan 

pada Bab III, dapat dirumuskan beberapa kesimpulan pokok sebagai 

berikut. 

1. Pertanggungjawaban Hukum Pengemudi, Pemilik, dan Perusahaan AV 

antara Indonesia dan Inggris 

Sistem hukum Indonesia masih menempatkan pengemudi 

manusia sebagai subjek utama pertanggungjawaban hukum dalam 

kecelakaan lalu lintas sebagaimana diatur dalam Pasal 234 ayat (1) 

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan 

Jalan. Ketika kendaraan beroperasi secara otonom, posisi pengemudi dan 

pemilik menjadi tidak relevan secara penuh karena kendali berpindah 

pada sistem kecerdasan buatan. Namun, belum ada pengaturan yang 

mengakomodasi tanggung jawab sistem atau produsen kendaraan. 

Akibatnya, tanggung jawab hukum pada kendaraan otonom masih 

“dipaksakan” kepada pengemudi atau pemilik, meskipun secara faktual 

penyebab kecelakaan bisa berasal dari kegagalan perangkat lunak, 

sensor, atau algoritma. 

Sebaliknya, hukum di Inggris melalui Automated Vehicles Act 2024 

telah memperkenalkan konsep Authorised Self-Driving Entity (ASDE) 

sebagai entitas hukum yang bertanggung jawab penuh terhadap 

kendaraan yang beroperasi dalam mode otonom. Model ini 

merepresentasikan pergeseran paradigma dari human liability menuju 

systemic liability yang menempatkan produsen, pengembang sistem, dan 



 
 

 
 

penyedia layanan sebagai penanggung utama risiko hukum. 

Pendekatan Inggris menunjukkan sistem hukum yang lebih preventif dan 

responsif terhadap kemajuan teknologi, sekaligus memberikan kepastian 

hukum bagi pengemudi dan korban kecelakaan. 

Dengan demikian, Indonesia memerlukan pembaruan hukum yang 

menyeluruh, termasuk penyusunan model pertanggungjawaban berlapis 

(multi-level liability system) yang membagi tanggung jawab secara 

proporsional antara manusia, produsen, dan negara. Reformulasi ini 

dapat dilakukan melalui rechtsverfijning terhadap Pasal 234 UU LLAJ dan 

integrasi prinsip strict liability dalam konteks kecerdasan buatan untuk 

menjamin keadilan serta keselamatan publik di era transportasi otonom. 

2. Hak-Hak Para Pihak dalam Kecelakaan AV antara Indonesia dan Inggris 

Dalam sistem hukum Indonesia, hak korban kecelakaan lalu lintas 

dijamin oleh Pasal 234 dan 235 UU LLAJ, serta Undang-Undang Nomor 33 

dan 34 Tahun 1964 yang mengatur dana pertanggungan wajib bagi 

korban kecelakaan. Korban berhak atas santunan, kompensasi, dan 

pemulihan (remedy), sementara ahli waris berhak memperoleh ganti rugi 

jika korban meninggal dunia. Namun, pengaturan ini masih berbasis 

kecelakaan konvensional dan belum mencakup skenario kecelakaan yang 

disebabkan oleh kegagalan sistem kecerdasan buatan. Di sisi lain, 

pengemudi dan pemilik kendaraan otonom memiliki hak atas pembelaan 

hukum berbasis sistem ketika kecelakaan terjadi akibat cacat teknologi, 

sebagaimana dijamin oleh prinsip strict liability dalam UU Perlindungan 

Konsumen. 



 
 

 
 

Hak produsen dan perusahaan juga perlu dilindungi melalui prinsip 

no defect defense, yakni hak untuk membuktikan bahwa sistem yang 

diproduksi tidak cacat dan telah memenuhi standar keselamatan. 

Sedangkan negara memiliki hak dan kewajiban konstitusional untuk 

menjamin keselamatan publik melalui regulasi, sertifikasi, dan 

pengawasan teknologi transportasi berbasis AI. 

Dalam hukum Inggris, hak-hak para pihak dijamin melalui 

mekanisme direct compensation system di bawah Automated Vehicles Act 

2024, yang memungkinkan korban memperoleh kompensasi langsung 

dari ASDE tanpa harus melalui proses pengadilan terlebih dahulu. Model 

ini menggambarkan sistem automatic redress yang efisien dan 

berorientasi pada pemulihan cepat. 

Dengan membandingkan kedua sistem, dapat disimpulkan bahwa 

Indonesia masih berorientasi pada keadilan reaktif, sementara Inggris 

telah menerapkan keadilan preventif dan kompensatif. Oleh karena itu, 

Indonesia perlu merekonstruksi perlindungan hukum korban melalui 

integrasi prinsip automatic redress, strict corporate liability, dan 

penguatan peran negara sebagai pelindung keselamatan publik di era 

teknologi transportasi otonom. 

B. Saran 

Berdasarkan seluruh hasil penelitian dan kesimpulan tersebut, 

penulis menyarankan agar pemerintah segera merumuskan regulasi 

khusus mengenai kendaraan otonom melalui pembentukan RUU 

Kendaraan Otonom Nasional (RUU KON) sebagai lex specialis dari UU 

LLAJ.  



 
 

 
 

Indonesia perlu mengarah pada pembentukan Rancangan 

Undang-Undang Kendaraan Otonom Nasional (RUU KON). RUU ini 

diusulkan sebagai lex specialis yang melengkapi UU LLAJ, dengan fokus 

pada empat pilar kebijakan hukum: 

A. Pilar Otorasi 

Menetapkan dasar hukum bagi keberadaan sistem otonom sebagai 

subjek tanggung jawab fungsional, dengan membuat semacam otoritas 

padanan nasional dari ASDE (UK). 

B. Pilar Regulatoris 

Membentuk lembaga pengawas kendaraan otonom di bawah 

Kementerian Perhubungan dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) 

untuk sertifikasi, audit algoritma, dan pengawasan keselamatan digital. 

C. Pilar Etis dan Sosial 

Mengintegrasikan nilai-nilai keadilan sosial, keselamatan publik, 

dan tanggung jawab korporasi, agar regulasi kendaraan otonom tidak 

sekadar melindungi inovasi, tetapi juga menjamin kesejahteraan 

masyarakat. Kebijakan hukum ini menjadikan Indonesia pelopor human-

centered autonomous regulation di Asia Tenggara, dan menempatkan 

keselamatan publik sebagai puncak nilai hukum (salus populi suprema lex 

esto.) 
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